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Abstract

Aremote sensingprovides mankind life with a realiy big usefulness. However, itsapplica
tion leads a tension forthe international community because itdeals with thesovereignty
of a country. In addition, the remote sensing activities often ignore the country bound
aries, that is a country can be remotely sensed without being known by the remotely
sensed country. This brings about a serious and controversial debate among developed
and developing countries. On the one hand, developing countries desire the developed
onesto fionor, their sovereignty. On theotherhand, developing countries want to have the
freedom of using outer space.

Pendahuluan

Kemajuanilmu pengetahuan dan teknologi
mang angkasa membuka kesempatan yang
cukup besar bag! berbagai pihak untuk
melakukan kegiatan di ruang angkasa. Sejak
bertiasilnya Uni Soviet meluncurkan Sputnik
pada.tanggal 4 Oktober 1957,^ perkembangan
teknologi, ruapg ' angkasa mengalami
kemajiian. yangjcukup pesat. Hal ini dapat
dilihat dari berbagai jenis pesawat'ruang

angkasa yang berhasil diluncurkan di ruang
angkasa dengan berbagai tujuan.

Penciptaan alat-alat komunikasi yang
menggunakan teknologi ruang angkasa telah
membawa manfaat yang sangat bag!
kelancaran informasi dan pertukaran budaya
antar bangsa, sehingga tidak ada lagi batas-,
batas negara yang dapat menghalangi
penyebaran informasi. Kemajuan di bidang

^Nicolas Mateesco Ma\ie.A2B2-.Aerasp'aceLawTelecommunication Satellites.London; Blackstone
Limited Press. Hlm.1.
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komunikasi juga diikuti kemajuan yang sama
dalam pemanfaatan satelit remote sensing
(penginderaan jauh).^ Penginderaan jauh
telah lama dikembangkan dalam kegiatan
ruang angkasa. Dimulai ketika NASA
meluncurkan LANSAT I pada tahun 1972.^
Pada awalnya penginderaan jauh hanya
ditujukan untuk kegiatan riset, tetapi dalam
perkembangannya penginderaan jauh juga
menjadi kegiatan yang bersifat komersial.

Penginderaan jauh selain memberikan
dampak positif bagi kehidupan manusia,
seperti misalnya untuk kepentingan ramalan
cuaca, pehgelolaan sumber alam, pengamatan,
pengawasan dan pengendalian bencana
alam, dan pemetaan, penginderaan jauh juga
dapat menimbulkan segenap konflik yang
mengarah pada ketegangan internasional.
Bahkan sewaktu-waktu dapat saja berubah
menjadi tindak kekerasan, jika pemanfaatannya
disaiahgunakan, misalnya untuk tujuan mata-
mata. Selain itu, darisegi pengaturannya juga
banyak menimbulkan persoalan hukum,
walaupun secara internasional permasalahan
hukum tersebut telah berusaha dijembatani

oleh United Nations Commisssion on the Peace

ful UsesofOuter Space (UN-COPUOS)'̂ yang
telah berhasil merumuskan beberapa prinsip.
Namun demikian, pertentangan antara negara
yang diindera {the sensed state) dan negara
pengindera {the sensingstate) masih diwarnai
pertentangan yang cukup tajam.

Sebagai salah satu bagian kegiatan ruang
angkasa sudah barang tentu penggunaan
satelit penginderaanjauh harus sesuai dengan
ketentuan-ketentuan hukum internasional,

terutama hukum Ruang Angkasa. Ternyata
perangkat hukum tersebut belum memadai,
padahal satelit penginderaan jauh termasuk
salah satu penerapan teknologi ruang angkasa
yang peka, jika ditinjau dari segi kepentingan
nasional negara. In! disebabkan sifat dari
kegiatan penginderaan jauh tidak mengenal
batas negara yang menyangkut data dan
informasi yang bemilai strategis baikdarlaspek
pertahanankeamanan maupunkesejahteraan.
Selain itu juga menyangkut masalah yang
sangat fundamental yaitu mengenal
kedaulatan negara.®

^Diederiiiks-Verschoor. "Current Issues in Remote Sensing." Michigan Yearbook of International Legal
Studies.Hlm.305. Menyatakan: "Penginderaan jauh adalah suatucarapengamatan dananalisis atausumber
dayaalam dibum! dengan sensoryang dibawa oleh pesawat udara ataupesawat ruang angkasa, Penginderaan
jauhjugamenyangkut upaya pengumpulan dataatas objek yang diindera balk didarat, laut, udaradan ruang
angkasasertaupaya pemrosesan datasecarakuantitatlf maupun kualitatif."

^Marietta Benko. 1985. Willem de GfaaffandGljsbertha C.M.Reinjnen. SpaceLawin the UnitedNations.
Netherlands: Martinus Nljhoff Publishers. Hlm.9.

^United Nations Commitee onthePeaceful UsesofOuterSpaceisbodyestablish in1958as an AdHoc
Committee and composed of 53 States, Ayear later the AdHoc Committee was replaced by a permanent
Committee on thePeacefulUsesofOuterSpaceThe Committee has underconsideration include thecontrol
ofremotesensing oftheearthparticularly ofnatural resourcesbysatelite. Dalam Nicolas Mateesco Matte.
Op.Ctt. Him. 32.

®W.de Graaft and G.C.M. Reljnem. "Remote Sensing By Satelites." Dalam Marietta Benco, Willem deFraafl
andGijsberat C.M. Reljnen. 1985. SpaceLawin TheUnitedNations. Netherlands: Martinus Nljhoff Publishers.
Him. 2.
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Di antara masalah hukum yang menonjol
dalam kaitannya dengan kedaulatan negara
adalah masalah kebebasan menggunakan
ruangangkasa. Negara-negara maju, terutama
Amerika berpendapat bahwa pengoperasian
satelit penginderaan jauh adalah sesuai
dengan prinsip penggunaan ruang angkasa
secara bebas untuk maksud-maksud damai,
sesuai Pasal 1 Spaces Treaty 1967,^ yaitu
setiap negara bebas mempergunakan dan
memanfaatkan ruang angkasa. Negara-
negara berkembang seballknya berpendirian
bahwa kebebasanruang angkasasebagaimana
dimaksudkan oleh Pasal 1 Space treaty 1967
tidak boleh diterapkan begitu saja untuk
penginderaan ruang angkasa, tetapi yang
diindera adalah bumi, sehingga menyangkut
kedaulatan negara lain. Karena itu harus ada
ketentuan-ketentuan tambahan yang
mengaturnya.

Semakin beragamnyakonflik kepentingan
yang ditimbulkan karena pemanfaatan
penginderaan jauh [remote sensing) dalam
masyarakat internasional, maka semakin
banyakpulapermasalahan yangharussegera
ditangani. Dalam tullsan ini, penulis hanya
membahas lebih lanjut tentang implikasi
hukum kegiatan penginderaan jarak jauh di
ruang angkasa terhadap kedaulatan negara,
serta sampai sejauh mana perllndungan
hukum yang diberikan oleh hukum ruang
angkasa terhadap negara yang diindera.

Remote Sensing

Secara umum remote sensing
(penginderaan jauh) terdiri dari dua baglan
yaitu segmen angkasa space segment dan
segmen bumi groundsegment,segmen angkasa
terdapat perangkat teknik dan operasional,
seperti perangkat pengatur parameter orbit,
perangkat sensor dan perangkat pengumpul
data, serta perangkat komunikasl data ke
daratan. Segmen bumi terdiri dari perangkat
pengendali sensor dan satelit peneiima data
serta mendistribusikan data. Seiain itu, pada
segmen bumi juga terdapat perangkat
pengolah data yang bertugas untuk mengolah
data yang berasal daripenginderaanjauh yang
diperoleh dari satelit menjadi data yang
dimengerti. Perangkat pengolah data juga
berfungsl untuk menghasilkan produk yang
memberikan nilai tambah atas data

penginderaan jauh dari satelit.
Dengan demikian, dalam suatu sistem

penginderaan jauh digunakan berbagai
macam teknologi, baik yang menyangkut
teknolpgi piranti keras [hardware] maupun
piranti lunak [software) yang kebanyakan
menggunakan teknologi tinggi [high

,technology)J Jadi, secara singkat segmen
bumi berfungsi menerima, mengkonferensi,
menginterprestasi dan mendistribusikan data.
Fungsiyang terakhirlalahyang menyebabkan
pro dan kontra masyarakat international,
khususnya negara berkembang dan negara
maju.

^Treaty on Principles Concerning the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space,
Including the Moonand Other CelestialBodies. . ' •

^Mieke Komar Kantaatmadja. Laporan Akhir Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan
Tentang Hak Milik Intelektual Dalam Kegiatan Penginderaan Jauh. BPHN. Tahun 1995/1996. Hlm.2-5
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Beberapa u'saha telah dilakukan oleh
United Nations Committee on The Peaceful

Uses of Outer space (UN-COPOUS) untuk
memberikan definisi remote sensing supaya
diperoleh definisi yang tepat. Berikut ini adalah
definisi yang diberikan oleh General Assem
blyof the Working Group on Remotesensing
of the Earthby Satelitepada tanggal 15 Maret
1978 yang menyatakan:

Remotesensing of the earih from space is
a methodology to assist in characterizing
the quality and condition of natural re
sources, geographical features and^phe
nomenaandearth'senvironmentbymeans
of measurements from space platform}

Di samping itu Lillesand dan Kiefer
mendefinisikan Penginderaan jauh sebagai
berikut:

Remote sensing is the science 'and art of
obtaining information about and object
area or phenomena through the analysis
of data acquired by device that is not in
contact with the object area orphenomena
under investigation}

Mengingat kedua definisi tersebut bukan
merupakan definisi yang dirumuskan dalam
suatu ketentuan hukum, sehingga masing-
masing pihak dapat menafsirkannya sesuai
dengan kehendakdan kepentingannya. Untuk

menghindarkan ha! itu berikut ini adalah
definisi yang memiliki kekuatan hukum dalam
perumusannya. Definisi ini dituangkan dalam
bentuk Resolusi oleh Perserikatan Bangsa
Bangsa (PBB), walaupun suatu Resolusi tidak
dapat dikatakan sebagai suatu ketentuan
hukum yang mengikat, tetapi suatu Resolusi
dapat dikatakan sebagai salah satu sumber
Hukum Internasional. Rumusan penginderaan
jauh melalui satelit yang dikemukakan oleh
PBB melalui Resolusi 41/65 tahun 1988

menyatakan:

Remote sensingbysatellite is thesensing
of the earth's surface from space by mak
ing use Of the properties of electromag-

•* netic waues enmitted, refelected by the
sensed objectsforthe purpose of improv
ing natural resources management, land
use and the protection of environment}^

Dari ketiga definisi itu masing-masing
memberikan pengertian yang berbeda, namun
ketiganya ada persamaan bahwa rerriote
sensing yang 'dipergunakan untuk penginderaan
ini tidak pemah kontak fisik dengan objekyang
diinderanya. Ketiganya penginderaan jauh
selain mencakup pengoperasian remote sensing
dari luarangkasajugatermasiik pehgumpulan
data primer, stasiun penyimpanan, aktivitas
pemrosesan data, penginterprestasian data
dan penyebaran data yang telah diproses.

®N.M.Matle dan H.De Saussre. 1976. Legal Implication of Remote Sensing From Outer Space,
A.W.Sijhofr:Leyden.Hlm.76.

®Dideriks Verschoor. Op.CIt Him. 307.
Principle 1(a) UN Resolution 41/65 on Principle Relating to Remote Sensing ofEarth from Uoter Space.

Adopted on Decembers, 1986.
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Status Hukym Penginderaan Jauh
Melalui Satelit

Di manakah sebetulnya penginderaan
jauh melalui satelit diatur oleh hukum mang
angkasa? Untuk dapat menjawab pertanyaan
ini, maka harus diteliti asal usul hukum ruang
angkasa dan meninjau kembali peristiwa--
peristiwa di Perserikatan Bangsa Bangsa sejak
akhir tahun 1950-an sampai sekarang.
Perserikatan Bangsa Bangsa menyadari
bahwa implikasi yang serius penggunaan
satelit remote sensing adalah dalam bidang
militer."

Pengoperasian penginderaan jauh telah
dijadikan bahan perundingan di UNCOPUOS
yang berusahakerasuntuk menciptakan suatu
perangkat perjanjian intemasional. Beberapa
negara terutama negara-negara berkembang
berpendirian kuat agar perjanjian tentang
penginderaan jauh yang menggunakan satelit
di ruang angkasa hendaknya harus dapat'
menjamin hak negara-negara yang ada di
bawahnya. Hak-hak negara ini antara lain
dalam mengakses data hasil penginderaan
jauh, jugahak untuk dihormati kedaulatannya,
misalnya dengan persetujuan lebih dulu {prior
consent) dari negara yang diindera.

Masalah pokok mengenai penginderaan
jauh ialah apakah kegiatan tersebut termasuk

pemanfaatan ruang angkasa sebagaimana
yang.dimaksud dalam Space Treaty tahun
1967 dan oleh karenanya, tunduk pada Treaty
ini. Kegiatan penginderaan jauh tersebut
berorientasi ke bumi (earthoriented), sehingga
kegiatan tersebut dapat dibagi dua, yaitu;
mengenai satelit penginderaan jauh itu sendiri
yang mengorbit di ruang angkasa berlaku
sepenuhnya prinsip-prinsip Space Treaty 1967,
karena memang kedudukan satelit tersebut
berada di wilayah yang tidak satu negarapun
dapat melaksanakan kedaulatannya.
Kegiatan penginderaan itu sendiri merupakan
kegiatan yang tidak seluruhnya tunduk pada
prinsip-prinsip tersebut.

Perjanjian Intemasional ruang angkasa
(Outer Space Treaty) 1967 berisi tentang
prinsip-prinsip umum hukum ruang angkasa
yang diterapkan pada semua aktivltas ruang
angkasa termasuk penginderaan jauh. Prinsip-
prinsip yang dimuat dalam Outer Space Treaty
dapat diringkas sebagai berlkut:^^

1. Prinsip tidak dapatdimiliki (non-appropria
tion principle)

2. Prinsip kebebasan eksplorasi dan
pemanfaatan (freedom of exploration and
use).

3. Prinsip bahwa Hukum Intemasional
umum berlaku, termasuk Piagam PBB

"Padatanggal 12Desember 1959, Majells Umum PBB membentuk dua Sub Komite yaitu Legal Sub
Committee dan Scientific and Technical SubCommittee untuk membantu UN-COPUOS dalammenjalankan
tugasnya. Kemudian pada tahun 1971 dibentuklah sebuah kelcmpok kerja (working group) untuk membantu
SubKomite Hukum dalam memecahkan masalah yang berhubunugan dengan penginderaan jauh.

Hanneke Louise van Traa-Engelman. 1989. Commercial Utilization ofOuterSpaceLegalAspect.
Netherlands. Hlm.172.

"Ida Bagus RahmadI Supancana. TheContribution of the Developing Countries to the Legal Formulation
of Future Space Law." Dalam Tanja L.Zwaan, Editor in Chief. 1989. Spacelaw; Ytews ofthe Future, London:
Kluwer Law and Taxation Publishers. Him. 117.
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(applicability of general international law
• including the United Nations Charter)

4. Prinsip pembatasan kegiatan militer
(restriction of military activities) •.

5. Prinsip common interest dancommon heri
tage.

6. Status ruang 'angkasa sebagai res extra
commercium atau res omnium communis).

7. Prinsip kerja sama intemasional (interna
tional cooperation)

8. Prinsip tanggung jawab (responsibilityand
. liability principle)

Sepintas lalu sepertinya prinsip-prinsip ini
harus berlaku pula untuk penginderaan jauh.
Namun, kalau dilihat prinsip-prinsip tersebut
lebih lanjut; maka akan timbul suatu
permasalahan.

Prinsip pertama bahwa ruang angkasa
tidak dapat dimiliki, jelas hanya reievan untuk
ruang angkasa termasuk bulan dan benda-
benda langit lainnya. Satelit itu sendiri dimiliki
oleh suatu negara tertentu atau suatu badan
hukum yang memiliki kebangsaah tertentu.
Kebangsaan satelitdibuktikan dengan adanya
pendaftarap sesuai yang diatur dalam Con
vention Concering the Registration of Objects
Launched into Space for the Exploration
or UseofOuterSpace, 1975yang mewajibkan
negara yang meluncurkan satelit untuk
mendaftarkannya pada Sekjen PBB.

Prinsip kedua,yaitu kebebasan eksplorasi
dan pemanfaatan, dapat ditafsirkan sebagai
kebebasan untuk melakukan kegiatan-
kegjatan di ruang angkasa. Setidak-tidaknya
prinsip ini berlaku bag! kegiatan yang space

oriented, akantetapi apakahberlaku jugabagi
kegiatan yang earth orientecR Dalam hal ini
memungkinkan adanya pertentangan anfara
prinsip, misalnya prinsip kedaulatan negara
yang diindera dengan prinsip'kebebasan,
kecuali kalau yang diindera wilayahnya sendiri.

Prinsip berlakunya hukum intemasional
umum mengandung pula kemungkinan konflik
antaraprinsip dalam Space Treaty dan prinsip
iHukum intemasional umum. sebagai mana
disebutkan diatas, misalnya prinsip kedaulatan.
Prinsip kedaulatan ini bertentangan pula
dengan free flowofinfonnation (Pasal lQI/n/ted
Nations Universal Declaration of Human

Rights). Di samping itu prinsip free flow of in-
forrriation bertentangan pula dengan kedaulatan
suatu negara atas sumber alamnya dan
mungkin juga atas informasi mengenal
sumber alam tersebut dalam arti seluas-

luasnya.^^
Walaupun Space Treaty tahun 1967 tidak

mengatur secara langsung mengenai
penginderaan jauh, tetapr pasal satunya
memuat prinsip-prinsip dasar kegiatan ruang
angkasa, untuk keuntungan dan kepentingan
semua negara. Penginderaan jauh melalui
satelit dalam pengoperasiannya selain
memanfaatkan ruang angkasa juga
memanfaatkan staslun . bumi. Hasil

penginderaan dikumpulkan dan diproses di
bumi, kemudian akan didistribusikan dan
dipergunakan di bumi."

Penginderaan jarak jauh yang dilakukan
dari ruang angkasaseringmenimbulkan konflik
antara negara yang mengindera dengan

"Nicolas Mateesco Matte (Ed). 1984. SpaceActivities and Emerging Internationai Law. Hlm.401
"Hanneke Louise vanTraa-Engeiman. Op.Cit Hlm.173.
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negara yang diindera, jika tidak ada
persetujuan lebih dahulu [prior consent).
Koriflik ini terjadi karena berkaitan dengan
masalah "kedaulatan" negara. Bagi negara-
negara yang diindera tanpa adanya
pemberitahuan dan persetujuan lebih dahulu
merasa bahwa kedaulatannya dilanggar. Bagi
negara yang mengindera merasa bahwa la
tidak melanggar kedaulatan negara lain,
karena penginderaan dilakukan di ruang
angkasa yangtidak menjadi wilayah kedaulatan
negara manapun. Konflik iniiah yang sedang
diusahakan jalan pemecahannya. Space
Trea/y tahun 1967 yang berisi prinslp-prinsip
dasar pemanfaatan ruang angkasa belum
dapat dijadikan sebagai landasan untuk
memecahkan masalah ini.

Kedaulatan Negara

Sebagaimana ditentukan di dalam Pasal
1 Konvensi Montevideo 1933, bahwa salah satu
unsur pokok untuk dapat disebut sebagai
negara adalah penguasaan suatu wilayah ter
ritorial. VVilayah negara sebagai suatu ruang
meliputi dafatan, perairan dan ruang udara.
Wilayah daratan dan wilayah udara dimiliki
oleh setiap negara, sedangkan- wilayah laut
hanya dimiliki oleh negara pantai atau negara
yang'di hadapan pantainya terdapat laut.

Oleh karena itu, muncullah konsep
"kedaulatan territoriar yang menandakan
bahwa di dalamnya wilayah kekuasaan ini
yurisdiksi dilaksanakan oleh negara terhadap
orang-orang dan harta bendasecara eksklusif.

Hakim Huber dalam kasus island of Palma

menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan
wilayah, kedaulatan memiliki dua ciri yang
sangat penting yangdimiliki olehsuatu negara.
CIri pertama, yaitu; kedaulatan mempakan suatu
prasarat hukum untuk adanya suatu negara.
Ciri kedua, kedaulatan me'nunjukkan negara
tersebut merdeka dansekallgus jugamempakan
fungsi dari suatu negara. Pemyataan Huber
adalah sebagai berikut:

Soveregnty in relation to aportion of the
surface of the globe is the legal condition'
necessary forthe inclusion ofsuch portion
in the territory of anyparticularstate.

Selain itu beliau juga menyatakan:^^

Sovereignty in the relation betweenstates
signifies independence. Independence in
regard to a portion of the globe is the righ
toexercise therein, to the exclusion ofany
otherstate, the function of a state.

Dari pemyataan beliau tersebut dapat
ditarik suatu pengertian bahwa suatu negara
tidak dapat melaksanakan yurisdiksi
esklusifnya ke luardariwilayahnya yangdapat
mengganggu kedaulatan wilayah negara lain.
Suatu negara hanya dapat melaksanakannya
secara eksklusif dan penuh hanya di dalam
wilayahnya saja. Kedaulatan negara ini
mempunyai aspek positif dan negatifnya.
Aspek positif yang dimaksud iaiah berkaitan
dengan sifat hak eksklusif kompetensi suatu
negara terhadap wilayahnya. Aspek negatif
kedaulatan territorial ini adalah kewajiban

^®M.N. Shaw. 1986. International Law. London: Butterworhts. Hlm.240

"J.G. Starke, 1984. Introduction to IntenationalLaw. Edisi ke-9. London: Butterworhts. Him.152
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untuk tidak mengganggu hak negara-negara
lain.^® Kesimpulan ini tampakpada pernyataan
Hakim Huberdalam kasus the isian olPalma,
di mana beliau menyatakan sebagai berikut:

Territoriai sovereignty invoices the exclu
sive right todisplaythe activities ofa state.
The right has as its corollary a duty; the
dutytopretect within the territory therights
odd other states, together with the rights
which each state may claim forits nation
als in foreign territory.

. Kedauiatan negara adalah merupakan
kekuasaantertinggi darisuatu negaraIni berarti
diatas kedauiatan itutidakada lagi kekuasaan
yang iebih tinggl iagi.Kedaulatan yang dlmiiiki
oieh suatu negara menunjukkan bahwa suatu
negara adalah merdeka atau tidak tunduk
pada kekuasaan negara lain. Mai ini tidak dapat
diartikan bahwa kedauiatan itu tidak'ada yang
membatasi, atau sebagai tidak terbatas sama
sekaii. Pembatasannya sendiri adalah hukum
nasional maupun hukum intemasinoai.

Kedauiatan itu padadasamyamengandung
dua aspek. Pertama, aspek internal yaitu
berupa kekuasaan tertinggi untuk mengatur
segala sesuatu yang ada atau terjadi didaiam
batas-batas wiiayahnya. Kedua, aspek
eksternai yaitu kekuasaan tertinggi untuk
mengadakan hubungan dengan anggota
masyarakat internasionai maupun mengatur
segaia sesuatu yang berada atau terjadidi iuar
wiiayah negara itu, tetapisepanjang masih ada
kaitannya dengan negara itu. Kedauiatan ter
ritoriai suatu negara mencakup tiga dimensi,

yang terdiri dari tanah (daratan) yang^
mencakup segaia yang ada di bawah' dan di
atas tanah, misainya kekayaan aiam dan
segaia sesuatu yangtumbuh diatas tanah, iaut
dan udara.

Impiikasi Kegiatan Remote Sensing
terhadap Kedauiatan Negara

Penginderaan jauh sebagai'salah satu
dari sekian banyak penerapan iimu
pengetahuan dan teknologi ruang angkasa,
daiam penerapannya menimbuikan pro dan
kontra daiam masyarakat internasionai,
karena ada kaitannya dengan masalah
kedauiatan negara.
' Mengenai prinsip kedauiatan, negara-

negara maju berpendapat kegiatan
penginderaan jauh tidak meianggar prinsip
kedauiatandaiam hukum internasionai. Aiasap
mereka ialah meskipun objek yang diindera
di wiiayah nasional negara lain, tetapi tempat
penginderaan adalah di liiar wiiayah
kedauiatan negara manapun. -Negara
berkembang berpendirian prinsip kedauiatan
mencakup puia hak ekskiusif setiap negara
atas kekayaan alamnya. Ini sesuai dengan
Resolusi Majeiis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa No.1803 (VII) tanggal 14 Desember
1962tentangPermanentSovereigntyofStates
over Natural Resources. Daiam Resolusi

tersebut, dinyatakan bahwa setiap negara
mempunyai kedauiatan penuh dan bersifat
tetap atas kekayaan aiamnya. Kedauiatan
demikian,^ mencakup puia informasi

'®Hakim Huber daiam Island ofPalma Case. 2 RiAA. Him. 829,838 (1928) sebagaimanadikutib oieh
M.N, Shaw. Loc.Cit.
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mengenai sumber alam. Oleh karena itu,
menurut negara sedang berkembang hams
ada ijin terlebih dahulu dari negara yang
berdaulat atas sumberalam, bila suatu negara
akan mengindera dan menyebarkan informasi
mengenai sumber alam negara tersebut,
karena hal. itu menyangkut kedaulatan yang
hams dihormati dalam hukum internasional."

Masalah Kedaulatan Negara yang
Menimbulkan Kontraversi

Sebagaimana aktivltas-aktlvitas ruang
angkasa yang lain, kegiatan remote sensing
mengabaikan batas-batas negara. Hal inl
menimbulkan suatu konsekuensi yang sangat
penting dan bahkan menimbulkan suatu
pertentangan, karena suatu negara dapat
diindera tanpa sepengetahuan yang
bersangkutan. Masalah inilah yang kemudlan
menjadi suatu perdebatan yang serius antara
negara berkembang dan negara maju. Di satu
pihak negara berkembang menghendaki
kedaulatan negaranyadihormati dan dillndungi,
sedangkan negara maju menghendaki adanya
suatu kebebasan dalam memanfaatkan mang
angkasa.

Mengapa negara berkembang
berkeberatan terhadap prinsip kebebasan
dalam pemanfaatan mang angkasa termasuk
pengoperasian remotesensing? Keberatan inl
berhubunganerat dengan masalah kedaulatan
negara {state sovereignty). Kedaulatan negara
sebagaimana diketahui, merupakan
kekuasaan tertinggi dari suatu negara.
Kedaulatan yang dimlliki oleh suatu negara
menunjukkan bahwa suatu negara adalah

merdeka atau tidak berada pada kekuasaan
negara lain, menumt Huber:

Sovereignty is synonymous with inde
pendence, independence in regard to a
portion of the giobeis the reightto exerise
there in, the exciusion of,any other stae,
thefunction ofstate, Territoriai sovereignty
.. involve the exclusive rightto display the
activitiesof a'state.

Oleh karena itu, menimbulkan suatu
kewajiban bagi negara untuk tidak melakukan
intervensi terhadap kedaulatan territorial
negara lain. Berdasarkan konsep kedaulatan
tersebut negara berkembang berpendapat
bahwa dalam pengoperasian remote sensing
oleh negara-negara penglndera telah terjadi
pelanggaran kedaulatan. Karena dalam
pengoperasian remotesensing ini negara yang
diirfdera biasanya tidak dimintai persetujuan
lebih dahulu (pr/of consent).

Masalah kedaulatan dan prior consent
inilah yang menjadi pertentangan antara
negara penglndera dan yangdiindera. Negara-
negara yang diindera berpendapat bahwa
sebelum negara-negara melakukan
penginderaan jarak jauh, maka lebih dahiilu
harus mendapatkan Ijin dari negara yang
wilayahnya menjadi sasaran penginderaan,
kemudian hasil penginderaan tersebut hams
diberitahukan kepada negara yang menjadi
objek penginderaan untuk mencegah
terjadinya penyalahgunaan hasil atau data dari
penginderaan tersebut. Hal Inl dimaksudkan
agar negara penglndera tidak menyebaiiuaskan
tanpa persetujuan negara yang diselidiki atau
diindera.

"Yasidl Hambali. 1984.Hukumdan PoHtik Kedirgantaraan. PT.Pradnya Paramita: Jakarta. Him. 99.

30 JURNAL HUKUM. NO. 15 VOL. 7. DESEMBER 2000:22 - 33



Sri Wartini. Implikasi Kegiatan Remote Sensingterhadap Kedaulatan Negara

Negara-negara yang diindera pada
umumnya adalah negara yang sedang
berkembang yang tidak memiliki kemampuan
teknologi tinggi ruang angkasa. Oleh karena
itu, kondisi ketertinggalan teknologi tersebut,
maka negara berkerribang menuntut adanya
prinsip prior consent mengenai aplikasi
teknologi ruang angkasa jenis ini. Hal ini
menurut negara berkembang didasarkan
pada konsepsi kedaulatan eksklusif terhadap
segala sesuatu yang berada dan atau
mengenai wilayah negara berkembang yang
menjadi sasaran penginderaan itu. Tuntutan
yang diajukan oleh negara-negara
berkembang tersebut mendapat tantangan
dari negara-negara maju. Amerika Serikat
sebagai salah satu space power mengatakan
bahwa dengan adanya prior consent akan
menghambat perkembangan teknologi yang
diharapkan bagi peningkatan taraf hidup
manusia. Hal ini dapat diduga sebelumnya
mengingat Amerika selalu menjagasupremasi
ekonomi dan militer di dunia, ditambah puia
bahwa remote sensing bukan hanya dapat
digunakan untuk menyelidiki sumber-sumber
alamsaja,tetapi jugauntuk mempelajari masalah
lingkungan serta untuk keperluan pertanian.

Perlentangan pendapat dan kepentingan
di antara negara-negara barat dan
berkembang sendiri sulit untuk memperoleh
jalan keluar Negara Barat tetap berpegang
teguh kepada apa yang mereka sebut
kebebasan informasi.{freet/om of information)
dan tidak menghendaki dikaitkan dengan
kedaulatan negara, sementara negara
berkembang menekankan perlunya aspek
kedaulatan, sehingga informasi atas sumber
sumber alam tidak begitu saja dapat
disebarluaskan secara bebas/tanpa ijin
negara yang diindera.

Masalah Prior Consent

Prior consent berhadapan dengan free
dom to sense. Apakah suatu negara harus
mengajukan ijin kepada negara yang
diindera? Mengingat regim hukum yang
berlaku di ruang angkasa, maka ada yang
berpendapat bahwa tjdak perlu minta ijin
terlebih dahulu dari negara yang diindera.
Kebanyakan negara berkembang berpersepsi
bahwa penginderaan jarak jauh tidak
dilakukan tanpa adanya persetujuan lebih dulu
dari negara yang diindera. Selain itu negara
berkembang juga menuntut adanya
persyaratan konsultasi terlebih dahulu kepada
negara yang diindera untuk memperoleh
keuntungan bersama. Namun oleh negara-
negara Barat persepsi ini dinyatakan
bertentangan dengan prinsip freedom of ex-
pioration • and use of outher space
sebagaimanadiaturdalam OuterSpace Treaty
tahun 1967, sehingga mereka menolak
permintaan negara yang diindera.

Masalah kedaulatan negara. yang
diperdebatkan oleh negara berkembang dan
negara maju, sebetulnya merupakan
perjuangan negara berkembang untuk
mencapai kesepakatan dengan negara
pengindera supaya mereka memberikan data
dan informasi yang mereka peroleh dari
kegiatan remote sensing. Dengan adanya
pemberian data dan informasi dari negara
pengindera akan sangat bermanfaat bagi
negara yang diindera, baik untuk keperluan
komunikasi, managemen; pengelolaan
sumber alam maupiin untuk perlindunugan
lingkungan, sedangkan yang menjadi
kekhawatiran negara yangdiindera kalau tidak
ada persetujuan lebih dulu antara lain iaiah
kalau data dan informasi tersebut disebarkan
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kepada pihak ketiga atau unutk negara
pengindera dengan ifiaksud untuk merugikan
negara yang diindera.

Upaya UN-CX)PUOS dalam Mengatasi
Konflik Antara Negara Pengindera
dengan Negara yang Diindera .

Dalam rangka memperoieh titik temu
antara kepentlngan negara pengindera dan
yang diindera, peserta UN-COPUOS
khususnya pada sidang-sidang Sub Komite
Hukum akhirnya berhasil merumuskan
prinsip-prinsip sebagai jalan tengah dari
pertentangan di antara mereka.

Dari prinsip-prinsip yang dikemukakan
oleh UN-COPUOS dapat ditarik suatu
pengertian bahwa daiam rangka untuk
mengkompromikan kepentlngan negara
sedang berkembang dan maju, Perserikatan
Bangsa Bangsa dan agen-agen ktiususnya
termasuk Badan Energi Atom intemasionai
mempromosikan dan mewajibkan kepada
negara-negara melakukan pengoperasian
remote sensing sebagai berikut: '̂̂

1. Kerjasama intemasionai termasuk
pemberian bantuan teknik

2. Negara melakukan kegiatan remote sensing
wajib meiaporkan kepada Sekretaris
Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa.

3. Data yang diperoleh dari remote sensing
ataupun informasi tidak boieh
dipergunakan oieti negara-negara dengan
maksud untuk merugikan kepentlngan
negara lain.

4. Negara-negara yang berpartisipasi daiam
kegiatan remote sensing tertiadap

sumber-sumber alam atau lingkungan
balk secara langsung atau tak iangsung
melalui organisasi intemasionai yang
relevan untuk menyediakan data dari
Perserikatan Bangsa Bangsa dan negara-
negara yang berkepentingan, khususnya
negara-negara berkembang, berdasarkan
permintaan mereka mengenai informasi
teknik yang relevan termasuk system
operasional yang memungkinkan untuk
diumumkan.

5. Negara-negara harus bertanggung jawab
secara intemasionai atas kerugian remote
sensing, baik kegiatan itu dilakukan oleh
negara atau pihak swasta.

6. Negara-negara yangdiindera harus diberi
hak untuk mengaksesdata yangdiperoleh
dari kegiatan remote sensing.

7. Dalam pengoperasian remote sensing
negara yang mengindera harus
menghormati prinsip kedauiatan negara
yang penuh dan tetap yang dimiiiki oleh
negara-negara.

Nampak prinsip-prinsip yang telah
dihasiikan daiam sidang UN-COPUOS
tersebuttelah berusahauntuk mengimbangkan
kepentingan negara maju dan negara
berkembang, namun sayangnya negara maju
tidakmenyetujui prinsip yang terakhirtersebut,
karena negara berkembang/yang diindera
telah mengkaitkan seal informasi dengan
kedauiatan suatu negara.

Simpulan

Kegiatan remote sensing. (\\ satu pihak
sangat menguntungkan bagi kehidupan umat

^"Juajir Sumardi. Hukum RuangAngkasa SuatuPengantar. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm.114-115.
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manusia, tetapi di Iain pihakdapat merugikan .
kepentingan suatu negara. Masalah
kedaulatan negara dan, kebebasan' infonriasi
merupakan suatu masalah yang belum
terpecahkan, karena negara-negara maju
tetap berpegang pada prinsip freedom of ex
ploration sebagaimana yang termuat dalam
Space Treaty iahun 1967.

Prinslp-pririsip remote sensing masih
tertuang daiam bentuk Resolusi Perserikatan
Bangsa-Bangsa. Resolusi ini secara hukum
belum merupakan suatu ketentuan yang
mengikat sebagaimana peijanjian intemasional.
Sehingga masih sangat memungkinkan untuk
tidak ditaati-resolusi tersebut. Sebagai
konsekuensi lebih lanjut perlindungan
kedaulatan negara yang didarribakan oleh
negara-negara yang menjadi obyek
penginderaan masih merupakan suatu
perjuangan yang panjang. •
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